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ABSTRAK 
  

Sapril, 201820252003, PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC 

PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 

1979 TENTANG EKSTRADISI 

 

Masyarakat Internasional telah sepakat membentuk kerja sama internasional dalam 

hal pemulangan pelaku kejahatan melalui mekanisme ekstradisi sebagaimana 

dirumuskan dalam konferensi PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia yang 

melahirkan UNTOC. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang yang 

mengatur masalah ekstradisi yaitu Undang-undang RI No.1 tahun 1979. Tidak 

mengherankan apabila ada beberapa ketentuan ekstradisi di UNTOC yang belum 

diatur dalam UU RI No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi, seperti UNTOC 

menyaratkan Negara-negra untuk melaksanakan proses ekstradisi secara singkat 

(simplified ektradition process) demi terciptanya kepastian hukum. Pada praktiknya 

penanganan ekstradisi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan proses 

birokrasi yang panjang. Menyikapi hal tersebut Polri kemudian membuat suatu 

alternatif mekanisme penyerahan pelaku kejahatan transnasional yang tertangkap di 

Indonesia dari Polri kepada penegak hukum negara yang berhak mengadilinya, proses 

ini disebut dengan handing over. Handing over merupakan penyederhanaan 

berdasarkan pertimbangan taktis dari ketentuan-ketentuan yang sepenuhnya didasari 

serta berpedoman pada Undang-Undang ekstradisi Nomor 1 tahun 1979 dan 

kepentingan bersama antara penegak hukum negara peminta serta negara yang 

diminta. Kebijakan handing over yang diciptakan oleh Polri tentunya berasaskan 

resiprositas (timbal balik), dengan tujuan apabila pelaku kejahatan yang dicari Polri 

tertangkap di negara yang sebelumnya telah dibantu oleh Polri, maka aparat penegak 

hukum negara tersebut harus menyerahkan pelaku kepada Polri melalui handing over 

bukannya ekstradisi. Sebagaiamana yang disampaikan Deflem bahwa kerja sama 

kepolisian lebih efektif karena didasari adanya suatu kepentingan bersama juga 

karena adanya kultur profesi yang hampir serupa diantara polisi-polisi di dunia.  

 

 

 

Kata kunci: Ekstradisi, Kerja Sama Internasional Kepolisian, Handing Over 
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ABSTRACT 

 

Sapril, 201820252003, APPLICATION OF ARTICLE 16 PARAGRAPH 8 OF 

UNTOC CONVENTION ON INDONESIAN ACT NUMBER 1 YEAR 1979 

REGARDING EXTRADITION  

The International Community has agreed to form international cooperation in the 

matter of repatriating criminals through an extradition mechanism as formulated at a 

UN conference in 2000 in Palermo, Italy which gave birth to UNTOC. Indonesia 

itself already has a law regulating extradition issues, namely Republic of Indonesia 

Law No.1 of 1979. It is not surprising if there are some extradition provisions at 

UNTOC that have not been regulated in RI Law No.1 of 1979 on extradition, such as 

UNTOC requiring States negra to carry out the extradition process briefly (simplified 

extradition process) for the sake of creating legal certainty. In practice, handling 

extradition in Indonesia requires a long time and a long bureaucratic process. In 

response to this, the National Police then made an alternative mechanism for the 

transfer of transnational criminals caught in Indonesia from the National Police to 

state law enforcers who have the right to try them, this process is called handing 

over. Handing over is a simplification based on tactical considerations of the 

provisions which are fully based on and guided by the Extradition Law Number 1 of 

1979 and the mutual interest between law enforcers of the requesting state and the 

requested state. The handing over policy created by the National Police is of course 

based on reciprocity, with the aim that if the perpetrator of the crime that the Police 

is looking for is caught in a country that has previously been assisted by the National 

Police, the country's law enforcement officers must hand over the perpetrator to the 

Police through handing over instead of extradition. As Deflem conveyed, police 

cooperation was more effective because it was based on a common interest as well as 

a similar professional culture among police in the world. 
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